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Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
I 

Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara Republik 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234); 
Undang - Undang 4. 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, 

perlu menetapkan Peraturao Bupati tentang Rencaoa 
Umum Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 

2012-2025; 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Dalam Lingkungao 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undaog-Undaog Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penaoaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tarnbahao 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang 

PembentukaoPeraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

BUPATI JEPARA, 

D.ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

BVPATI JEPARA 

PROVlNSJ JAWATENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENT ANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA 

TAHUN 2012-2025 



Lembaran Negill'G Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telan caubeh beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomar o Tahun 2015 tent.ang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraruran Presidea Nomor 27 Tahun 2009 teruang 
Pelayanan Terpadu Saru Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 

6. Peraruran Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Daftar Bidang Usaha Yang Terrurup Dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Deogan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal; 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum P..oaneman Modal (Berita Negara 
Republik Indcnesaa Tahun 2012 Nomer 42); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jaws Tengah Nomar 6 Tabun 
2010 tentang Rename Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tabun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 
2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2010 Nomor 7, Tarohaban Lembaran Daerab Provins! 
Jawa Tengab Nomar 29); 

10. Peraturan Dacrah Kabupatcn Jepara Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Reocana Tara Ruang Wilayab Kabupaten 
Jepara Tahun 2011- 2031 (Lcmba.ran Daerab Kabupaten 
Jepara Tahun 20l 1 Nomer 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 

11. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 
2012 Tentang Penanarnao Modal di Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Aabupatcn Jepara Tabun 2012 Nomor 
14, Tambaba:n Lonbaran Daerah Kabupaten Jepara 

244, Tambahan Nomor Indonesia Tahun 2014 



l. Daerah adalah Kabupaten Jepara.. 
2. Pemerintah Daerah adalah .3upati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah }'clD.E mcmi.mpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewe=.ngan daerab otonomi, 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 

Dalam Peraturan Bupan Ini yang d,:-eksud dengan : 

Pasal 1 

PENANAMAN MODAL i'..ABUPATEN JEPARA TAHUN 

2012-2025. 

RENCANA UMUM BUPA'TI TENTANO PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Nornor 12); 

12. Peraruran Daeraa Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dao Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Jepa.ra [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahao Lembaran Daerah 
Ka bu paten Jepara 'omor 1 I); 

13. Peraturan Oubemur Jawa Tengah Nomor 51 Tabun 
2012 Tentang R.cncana Um um Penanaman Modal 
Provinsi Jawa Tcngah Tahun 2012-2025 [Berita Daerah 
Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 51) 
sebagaimana telah diubab dengan Peraluran Gubenur 
Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubaban 
Atas Peraturan Gubenur Jawa Teogah Nomor 51 Tabun 
20.12 tencang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi 
Jawa Tengab Tahun 2012-2025 [Berita Daerab Provinsi 
Jawa 1'engab Tahun 2015 Nomor 52); 

14. Peraturan Bupaa Jcpara Noroor 54 Tabun 2016 tentang 
Kedudukan, Suscnan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Piru:u Kabupaten Jepara (Berita Daerab 
Kabupaten Jepara i'ahun 2016 Nomor 54); 
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( 1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dengan sistematika 

sebagai berikut : 
a. Pendahuluan; 
b. Asa.s dan Tujua.n; 

PasaJ 3 

Pasal2 
(1) RlTPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai 

acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam 
menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penana.man modal. 

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pads. aya.t (1) berfungs iuntuk 
rnensinergikan dan mengoperasionalisasi.kan seluruh kepentingan 
sektoral terkait agar tida.k tumpang tindih dalam penetapan prioritas, 

4. Dina:s Penanaman Modal dan ~yanan Terpadu Satu Pintu yang 
sclanjutnya disingkat DPMPTSP acalab Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,-,.-,npa•en Jepara. 

5. Penanaman Modal adalab segala bentuk kegiaian menanam modal baik 
oleh penanam modal dalarn r.egeri maupun penanam modal asing 
untuk melakukan usaha di Daerah. 

6. Penanam Modal adalah pe1 so" angan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapai berupa penanarn modal 

dalarn negeri dan penanam modal asing. 
7. Penanam ModaJ Dalam Negen ada)ab perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaba Indonesia. Negara Republik Indonesia atau 
daerah yang melakukan penanaman modal di Daerab. 

8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga asing, barlan usaha 
asing, dan / atau pemerintah asing yang rnelakukan penanaman modal 
di Kabupaten Jepara. 

9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang 
selanjumya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan 
penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan 

tahun 2025. 
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal 
yang bersifat jangka panjang dan bcrlaku sa.mpai dengan tahun 2025. 



{IJ Kepala DPMP'l'SP melaksaoak:sr pemantauan tcrhadap penyusunan 
kebijakan penanaman modal cl= :ic:ngendalian pelak:sanaan penanaman 
modal di Daerah 

(2) Dalam rangka penyusunan au?MK. Pcmeriruah Daerah dapat 

berkonsultasi kepada Sadan Koa::;t;;asi Pcnaaaman Modal dan / aran 

RUPMK Fase I ( 2012 - 2015 ) dan Fase II { 2016-2020 l untuk tahun 
pertarna dan tahun kedua telen dilaksanakan den tercantum dalarn 
larnpiran n yang rnerupakan ba!P"n yang tida.k terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini, 

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Larnpiran Irnerupakan bagian yang tida.k terpisahkan dari Peratu.ran 
Bupati ini. 

c, Visi dan Misi; 

d. Arab Kebijakan Penanaman • -? yang terdiri dari: 
1. Perbaikan ik:lim penanaman ;::xwfai; 
2. Persebaran penanaman tDOCl.... 

3. Fokus Pengcmbangan Pangan. Infrastruktur, dan Eoergi; 
4. Penanaman Modal )~ Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment); 

5. Pemberdayaan Usaha Milo-c, Aecil dan Menengah, serta Koperasi; 
6. Pemberian Fasilitas, Kemuciaha.n, dan / atau lnsentif Penanaman 

Modal; 
7. Promosi Penanaman Modal 

e. Peta Panduan (Roadmap) lmplrmeotasi Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten .Jepara, yang terdiri dari : 
1. Pase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan 

Cepat Menghasilkan. 
2. Fase Percepatan Pembangunan lnfrasrruktur dan Energi. 
3. Pase Pengembangan lndustrt Skala Besar. dan 

4. Fase Pengembangan Eko[IO[IJl Berbasis Pengetahuan. 
I. Pela.ksanaan. 



( l) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintab Daerah dapat 
mernberikan kemudahan dan , acau insentif penanaman modal dan / 
atau pengusulan Bidang usaba yang terturup dan bidang usaba yang 

terbuka. dengan persyaratan di Bidang penanaman modal sesuai 
keienruan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian kemudahan, dan / atau msentlf sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mengacu pada arah kebtJakan pemberian kemudaban dan I 
atau insentif sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 3 ayat (1) huruf d 
angka 6. 

(3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengacu .;ccpada arab kebijakan Bupati dalam 
pengaturan persaingan usaba dan pcngembangan penanaman modal di 
Daerah. 

(4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleb Kepala DPMPTSP 
dengan rnelibatkan Orgamsasi Perangkat Daerah dan lnstansi Pusai dl 
Daerah. 

(5) Evaluasi sebagaimana d.imaksud tlaJam ayal (4) dllaksanakan paling 
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua] tahun, 

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleb 
Kepala DPMPTSP Kabupaten -Jepara kepada Bupati. 

Pasal 6 

Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Tengah, 



Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal l I A_pr:Ll 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Ditetapkan di .Jepara 
Pada tanggal 11 April 2018 

lJPATI JEPARA, 

Agar setlap orang mengeiahuinya, memerinlah.kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada taoggal diundangkan. 

Pasal 7 



RUPM adalah dok:umen perencanaan jangka panjang yang bersifat 
komplernenter techadap perencanaan sektnral sehingga dapat berfungsl 
mensinergikan dan mengoperasionalisasikan selurub kepentingan sekroral 
terkait di bidang penanaman modal agar tidak akan terjadi rumpang tindih 
dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. 
Peraruran PresidenNomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penana.man 
Modal, didalam Pasal 4 menyebutkan bahwa : 

A. PENDAHULUAN, 

Penanaman modal dJ daerab pada dasa.mya :nerupakan salah satu bentuk 

urusan pemerintaban/ pelayanan publik, Hai ini sejalan dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,:. teatang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah d.iubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan lu!dua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerinraban Daerah, d.imana dalarn Pasa.l 9 ayat 
(1) menycbutka.n bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 
pemerintahan umum. Kemud.ian Pasal 9 ayar (3) disebutkan bahwa Urusan 
pernerintahan konlruren sebagaimana d.imaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah 
Urusan Pemcrintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi dan Daerah kabupate.n/kota. Sedangkan pada Pasal 9 ayal (4) 

disebutlcan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kc Dacrab 
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sclanjutnya Pasa.l 11 ayat (1) 

menyebutkan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayal (3) yang me.njad.i kewenangan Daerab terdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Permendagri Nomor 6 
tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pcnyusunan dan penetapan Standar 
Pelayanan Minimal, mengarur babwa bidang yang menjadl fungsi pelayanan 
publik di daerah adalah 15 bidang di tingkat Kabupaten/Kota diantaranya 
adalab bidang penanaman modal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, termuat bahwa pernerintah 
rnenetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum 
Penanaman Modal (RUPM). 

I. RENC.ANA UMUM PENANAMAN MODAL KABtl'PAI'EN JEPARA 

LAMPlR.\N l ':>ERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR .. 9 ••• T.ahun 2018 
TANGGAL -~-!..AP.ril 2018 



l. Meningkatkao perrumbuhan ekonomi Dacrah; 

B. ASAS DAN TUJUAN 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal di Kahupacen Jepara, Pemerintah Kabupaten 
Jepara berkomitmen untuk mengikuri arab kebijakan penanaman modal di 
Indonesia berdasar azas kepastian hukmn, keterbukaan, akuntabilitas, 
perlakuan yang sama dan tidak mcmbcdakan asal penanam modal, 
kebersamaao, efisiensi berkeadilan, bcrkdanjuxan, berwawasan lingkungan, 

kernandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. 
Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nila, dasar dalam rnewujudkan rujuan 
penaoaman modal di daerah, yaitu : 

Konsep penanaman modal di daerah ~ berkembang seiring dengan 
sernangat otonomi daerah adalah beipc5a,'! pada konsep pembangunan 
ekonomi lokal (local economic development (!£!) Pembangunan ekonomi lokal 
menuntut claerab unruk secara optimal :r::,e:::;;miaatkan berbagai sumberdaya 
yang dimiliki untuk pembangunan daerah U'D pada dasamya merupakan 
proses yang rnana Pemerintah Daerah dan masya:rakat mengelola sumberdaya 
yang ada dalam konsep kernitraan unru.ic =idorong terciptanya lapangan 
kerja baru atau rnendorong aktivitas ckn;:,omi wilayah. Dalam hal ini, 
Pemerintah Daerah diruntut, unruk memanfaatkan sumberdaya, kapasitas 
kelembagaan, serta prasarana fisik unn1k =ndorong munculnya aktivitas 
ekonomi masyarakar melalui berbagai kdiijaka:n, strategi dan peraturan 
perundangan. Kondisi ini menuntut Pcmcrinlah Daerah memiliki jiwa dan 

semangat entrepreneurship, sehingga masyaralau dibarapkan terlibat seca.ra 
aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. 
Berdasarkan Latar belakang tersebut maka d:ilakukan penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabuparm Jepara yang merupakan 
dokumen perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang 
penanaman modal berlaku sarnpai dengan ta.hun 2025. 

1) Pemerintah Provinsi menyusun RUPM ?.ow.a.st yang mengacu pada RUPM 

dan prieritas potensi provinsi. 
2) Pemerintah kabupat.en/kota mcnyusun R~PM kabupaten/kota yang 

mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi daa F-•ras potcnsi.kabupaten/kota. 
3) RUPM Provinsi ditetapkan oleh Gubcr.::a- RUPM Kabupaten f kota 

ditetapkan oleh Bupati/walikota. 



3. Meningkatkan poten.Bi sumber daya Kabupaten Jepara untuk meocapai 

keunggulan kompetitif yang ditandal dengan terciptanya peningkatan 

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya.yang dimilj)cj Kabupaten Jepara 
unruk mencapai keunggulan komperi:tif dan komperatif. 

2. Mewujudkan sa.ra.na dan prasarana (infrast:ruk:tur) potensi peoanaman 

modal yang balk dao memadal yang dita.ndai dengan tercipta.nya 
peningkatan infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan 
memadai seperti jalan, pelabuhan, terminal, bandara, hotel, fasilitas 
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasiliras- Iasilitas lain yang baik dan 

mernadai, 

dengan hubungan industrial secara baik dan terciptanya efisiensi biaya, 

penegakan hukum. 

dengan pegawai/buruh dan 

masalah- masalah yang terkait 
barmonisnya bubungan pengusaha 
lingkungan sekitar, terselesaikannya 

gangguan keamanan dalam penanaman modal, angka rendahnya 
1. Menjaga ikJim penanamao modal yang kooduaif yang ditandai dengan 

Unruk mewujudkan visi tersebut diteraplcan 6 (enam) misi, yaitu sebagai 

berikut : 

"TERWUJUDNYA POTENSI DAYA TARIK PENANAMAN MODAL 

MENUJU JEPARA SEJAHTERA" 

Visi penanaman modal Kabupaten Jepara sai;;pai ta.hun 2025 sebagai berikut : 

C. VlSI DAN MISI 

2. Menciprakao lapangan kcrja; 
3. Meningka.tkan pembangunan ekonomi tJc=-i[elanjutaa dan berwawasan 

lingkungan; 
4. Meningkatkan kemampuan daya saing d, ma nsaba Daerah; 
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuar tanologi Daerah; 

6. Mendorong pengembangan ekonomi ke:r~; 
7. Mengolah ekonomi potensial menjad, b:kuata:n ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal ba.ik mi deism negeri rnaupun luar 
negeri; 

8. Meningkalkan kesejahteraan masyarakai, 
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1. Perbaikan lldlm Penanarnan Modal. 
Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal rneliputi: 
a) Penguatan Kelembagaan .Penanaman Modal Daerah: 

Untuk mencapai penguatan kelemeagaan penanaman modal, maka 
kelembagaan penaoaman modal di Kabupat.en Jepara, khususnya 
koordinasi penanaman modal dengan rnnas/badao teknis/sektor terkait, 
perlu memiliki visi yang sama mcogenal pembagian urusan 
pemerintahan di bidang peoana Ell modal, pendelegasian dan 
pelimpahan wewenang di bidang f oa111a:n modal, serta koordinasi 
yang efektif diantara lrrn:Je: T ,1baga tersebut. Penguatan 
kelembagaan penaoamao roocfa sekurang-lrura.ognya dilakukan 

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

1. Pcrbaikan lklim Penanaman Modal ; 
2. Persebaran Penanarnan Modal; 
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 
4. Penanaman Modal yang Berwawasao Lingkungan (Greenlnuestment); 

5. Pemberdayaao Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 
6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan / atau lnsentil Penanaman Modal 
7. Promosi Penanamaa Modal. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan penanaman 

modal sebagai berikut : 

6. Membangun kerjaaama k.emitra.an melalui pemberdayaan UMKM den 

Koperasi yang ditandai dengan te.rbangunnya kemitraan/kerjasama usaha 
saling menguntungkan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 

5. Meningkatkan pen.erapan clan peDgQaSIUlD Jlmu pengetahuan clan 

teknologi produk.si dengen berorientasi nunah llngkungan yang ditandai 
dengan terciptanya pencapaian produktifitas kerja dan efisiensi produksi 
dan lerciptanya kondisi ramah lingkungan melalui penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi bagimasyarakat. 

a Me:mbangu:n k:erjasa:rna lin.tas wilayah/n.egara daJem reogk:e terbukanya 

tuju.an pasar local /reg:ional/ekspor yang ditandai dengan peningkatan 

kerjasama unruk terbukanya akses pasar dengan me.libatkan korrrponen 
daerah, pemerintah daerab dcngan negara lain dan/atau badan hokum 

asing atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. 



. .. 

1] Pcrnbangunan sistem Pelayanan Te:;:adu Sa.tu Pintu (PTSP) di bidang 
penanaman modal yang lebih rier:?" dan a.lromodatif terhadap 
penanaman modal dibandingkan 6:ngan sistem-alstem perizinan 
sebelumnya. 

2) Penyelenggaraan PTSP di ma:'.,,"'6 penanaman modal oleh 
lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal 
dengan mendapat pendelegasian ata1,. pclimpahan wewenang darl 
KepaJa Daerah yang memiliki v.cw1 ,;ang perizinan dan nonperizinan 

di tingkat kabupaten .. 
3) Peningkatan koordinasi antar Lembftga instansi di Kabupaten Jepara 

dalam rangka pelayanan penanamsn modal kepada para penanam 
modal Hal ini akan memberikan susru kepastian dan kenyamanan 
berusaha, dan dengan demikian mcndukung iklim penanaman modal 
yang kondusif. 

4) Mengarabkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara 
proaktif menjadi inisiacor penanaman modal serta berorientasi 
pada pemecahan rnasalah (prob!em-soluing) dan fasilitasi baik kepada 
para penanam modal yang akan maupun yang sudah rnenjalankan 
usahanya diKabupaten Jepara 

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui : 
l) Pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan cara: 

Kompilasi, Verifikasi, Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
dan dari sumber informasi Jainnya. 

2) Pelaksanaan pembioaan yang dilakukan dengan cars: 
Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, Pemberian 
konsulrasi dan bimbingan pelaksanaan pcnanaman modal sesuai 
dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, Bantuan 
danfasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi 
penanam modal dalam mercalisasikao kegiatan penanaman 

modalnya. 
3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan care: 

Penelitian dan evaluasi atas in.iormasi pelaksaoaan ketentuan 
penanamao modal dan fasilitas yang telah di berikan, Pemeri.ksaan 
ke lokasl proyek pensosman modal. Tindak lanjut terhadap 
penyi:mpangao atas ketcntuan penaoamen modal. 

dengan· 



e) Penqaturari sistem pajak daerah dcm punguran retribusi. 
Arab kebijakan system pajak daerah dan pungutan retrlbusi kedepan 
adalah pcmbuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan 
retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan 

identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak 
dan retribusi daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi 
penanaman modal. Pllihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi 
bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek srrategis 
sektoral, daerah jangka waktu, danjuga prioritas pengembangan bidang 
usaha. 

d) Pengaturan hubungan Industrial. 
Pengaturan hubungan industrial dalam penanaman modal dimaksudkan 
untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten 

Jepara, oleh karenaitu diperlukan: 
1) Penetapan kebijakan dalam mendorong perusahaan unru.k 

memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan 
keahlian bagi para pekerja. 

2) Aturan hukum yang mcndorong t.crlaksananya perundrngan kolektif 
yang harrnonis ancara buruh/ pekerja dan pengusaba, yang dilandasi 
prinsip itikad baik. 

cJ Pengatunm persainqan. usaha 
Persaingan usaha merupakan fa.ktor- p,:, - ·11g dalam menciptakan iklim 

penanaman modal yang kondusif, oleb h::Elia iru : 
1) Pemerintah daerah perlu mcl.a.la......a: ;rngaturan persaiogan usaha 

yang sehac (leuel playing field), SC1rnga menjamin adanya kepastian 
kesernpatan berusaba yang sama 6 :nasing-masing pelaku usaha, 
sebingga dunia usaba dapat rumbr..J:i 6m berkembang secara sehar, 
serta dapai menghindari pemus..:an kekuatan ekonomi pada 
perorangan atau kelompok tertentu, 

2) Pemermtah daerah rneningkaikan pengawasan dan penindakan 
terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti 
penetapan syarat perdagangan yang -nerugikan, pembagian wilayah 
dagang, dan strategi penetapan narga barang yang mematikan 
pesaing. 



e. Pemberian keJlludabau dan/atau m,entif penan.arnau modal yang 
mendoroog perrumbuhan penanaman modal di kawasan yang bclum 

c. Pengembangan sektor-se1rtor dengan mengutamakan sektor yang 
rnemillki laju pertumbuhan janh lebih rendah dari pertumbuhan 
propinsi atau nasional. antara lain : sektor perdagaogan, Hotel dao 
Restoran, sektor Keuangan, Persewa.an dan Jasa Perusahaan, sektor 
peogaogkutan dan Komunikasi, sektor industri pengolahan, sektor 
Llstrik, Gas dan Air Minum, dao sekmr Pertanian 

d. Pengembangan sentra-sentra elconomi baru di kawasan yang belurn 
terlayanl oleh pertumbuhan mela.lw pengembangan sektor-sektor 
strategis sesuai daya dukung hngkungan dan poteosi unggulan 
Kabupateo Jepara. 

b. Pengembangan sek:tor-sektor de.ngan meiigutamakan sektor yang 
belum terjamah investasi atau pTOv»tase kontribusinya relative 
kecil antara lain : sektor pertanian, zeuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan, sektor pengangkutan dao kom11oikasi. dan sektor listrik gas 
dan air minum. 

Arah kebijakan untuk mendorong ~ penanaroao modal di 
Kabupaten Jepara adalsb sebagai bcrik~ 

a. Pengembangan kawasan st:rategia PrTPk kepe.ntingan pertumbuhan 
ekonomi mellputi : 
1) Kawasan perkotaan PKL dan PKLp meC."JRtli: 

a) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perim::?SD Jepara dan Pecangaan; 
b) Pusat Kegistan Lokal promosi ~ di perkotaan Bangsri, 
Mayong, Keling dao Karimunjawa 

2) Kawasan dan sentra industri, mclipu:I: • 
a) Kawasan lndustri Mulyoharjo (lml diKecamatan -Jepara; 

b) Kawasan .Jepara-Tahunan; 
c) Kawasan Pecsogaan-Kalinyamamn-Welahan; dan 
d) Kawasan Mayong-Nalumsari 

3) Kawasan agropolitan, roeliputi : 
a) Kawasan agropolitan Jinggotan,.M'CSIJJstan Kembang; 
bl Kawasan agropolitan Bategede, ,:sccamaiam Nalumsari; dan 
c) Kawasan agropolitan Damarwulan-Tempur, KecamaLan Keling. 

2. Persebaran Pena»arnan )fodal. 



Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-rnasing 
komoditi clilakukan untuk rnewujudk:an: {i) swasembada beras 
berkelanjutan; (ii) swasernbada dan pengekspor jagung berdaya saing 

kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor clan swasembada kedelai; 
(jv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan kluster 
pertanian melalui peningka.tan produktificas dan (vii mengubah produk 
primer menjadi produk olahan untuk ekspor. 
Arab kebijakan pengembangan penaoarnan modal bidang pangan adalah 
sebagai berikut: 
1) Pengembangan tanaman pangan bcrskala besar (food estate) 

diarahkan pada wilayah yang Jahaonya masih cukup luas clan 
memprioritaskan kawasan yang bclum terlayani oleh pusat 
pertumbuhan dengan tetap memperbatikan perlindungan bagi petani 
kecil, 

2) Pemberian Iasilitas, kemudahan dan ata.u insentif penaoaman modal 

3. Folms Pengembangan Pangan, Infrastru.kt:ar, dan Energi; 
a. Pangan. 

h. Percepatan pembangunan infrast:ruktn:r di daerah balk d.engan 
mengembangkan skema Kerjasarna hmerintah Swasta (KPS) maupun 
dengan skema non KPS yang cliintegrast.can dengan rencana penanaman 
modal nasional unruk sektor tertenru yang strategis. 

g. Pengembangan sumber energi be:Dw:nber dari energi baru 
dan terbarukan yang masib melimp;:b di daerah dapat mendorong 
pemerataan penanaman modal di Kabupa:;rn -Jepara. 

3) Kawasan Minapolltan Bondo Kecaroa;;ar Bangsri 

2) Kawasan agropolitan Jingg,ocan; ~ agropolltan Bategede; 
dan kawasan agropolitan D~-7empur. 

f. Pengembangan puaat-pu.sat pertnmhdran strategi.s. antara lain 
dengan pola pendekatan klaster dan "-=*4s=t0iudustri, wilayah industri, 
kawasan peruntukan lndustri yaitu . 

1) Kawasan lndusui Mulyoharjo (!<Th!' c;; ,;.,·cca:matan Jepara; Kawasan 
.Jepara-Tahunan; K.awasan Pt1 a11:.•-::,-Kalinyamatan-Welahan; dan 

Kawasan Mayong-Nalumsari 

terlayani investasi arau perrumbuhan L ... asi 



Arab kebijakan pengembangan penaoamao modal bidang energi 

adalah sebagai berikuc 
l] Optimalisasi potcnsi dan sumber e:x..gi baru dan terbarukan serta 

rnendorong penanaman mods:. ~ energi untuk memenuhi 

kebutuhan liscrik di Kabupatc:. Jq;e:a 
2) Peningkatan pangsa sumberd,.-:a e...agi bani dan terbarukan 

c. Energi. 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang 

infrastruktur adalah sebagai berikut; 
lJ Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrascruktur yang saat ini sudah 

rersedia. 
2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan 

infrastruktur sesual stratcgi peningkatan potensi ekonomi di masing 

rnasing wiJayah. 
3) Pengiotegrasia.n pembaogunan infrastruktur nasional, propinsi 

dan Kabupaten Jepara. 
4) Percepatan pembaogunan infrastruktur terutama pada wilayah 

sedang berkembang dan belum berkcmbang. 
5) Percepatan pemenuhan kebu.whan infrastruktur rnelalui 

mekanisme skema Kerjasarna Pemerintah Daerah-Swasta (KPS) 

atau non-KPS. 
6) Pembangunan lnfrastrukrur pendukung sektor strtegis antara Jain 

terminal, pelabuhan, Bandara, dan jalan strategis di kabupaten 

Jepara 

b. Infrastruktur. 

yang promotif tmo1k ekstensifikasi dan lntensifikasi lahan usaha, 
peningkamn ketersediaan sarans dan prasarana budidaya dan pasca 
panen yang layak, dan keiersediaan infrastrukrur. 

3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status Iahan, dan 
mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah 
yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. 

4) Peningkat.an kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra 

positif produk pangan Kabupaten Jepara 
5) Pengembaogan sektor strategis pendukung ketahanan pangan antara 

Jain sektor pupuk dan benib. 



Arah kebijakan penanaman modal yang be. wawasan lingkungan (green 
investment) adalah: 
a. Peclunya bersinergi dengan kcbijak:ar> dan program pernbangunan 

lingkungan hidup, khususnya program pengurangan cmisi gas rumah 
kaca pada sekior kehutanan, transpertasi, industri, energi dan 
limbah, serta program pencegaban kcrusakan keanekaragaman 
hayati. 

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas clan teknologi yang ramah 
Lingkungan, serta pemanfaatan pou=nsi sumber energi baru dan 

terbarukan. 
c. Pengembangao ekonomi hijau (green economy). 
d. Pemberian Iasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal 

diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya 
pelestarian lingkungan hidup tennasuk pencegahan pencemaran, 
pengurangan pencemaran Lingkungan. serta mendorong perdagangan 
karbon (carbon trade). 

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah 
lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek bulu hingga aspek 
hilir. 

f. Pengembangan wilayah yang cnempcrllatika. tata ruang dan 

kemampuan atau daya dukung lingkungan. 

4. Penanaman Modal yang Berwawaaa.n Li:ngkungan (Green Investment). 

unruk mendulrung cfisiensi, kor..sc...zsi.. dan pelestarian lingkungan 
hidup dalam pengelolaan energi 

3) Pengurangan energi fosil untuk ala1 ~i, listrik, clan industri 
dengan subtirusi dengan menggu- ah-- energi baru dan terbarukan 
(renewable energy) clan air sebaga.i s • ""-"c r energi 

4) Pemberian fasilitas, kemudahan dari.Jc..:,.;w msentifpenanaman modal 
serta dukungan akses pembiayaa::. domesrik dan infrastruktur 
energi, khususnya bagi sumber ~ 3:lnJ dan terbarukan. 

5) Pemberdayaan dan pernanfaatan ="CT daya air sebagai sumber 
daya energy, sumber kehidupan daz, ;ic:taaian. 

6) Pengembangan sektor strategis pcnd;r'lamg sektor energi, antara lain: 
industrialat transportasi, industri IDC'SID dan industri pipa. 



IR 

Pemberian Iasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal 
didasarkan pada perti.mbangan ckstcraal dan internal. Pertimbangan 
eksternal meliputi: pemberian kemudaba:n dan/atau insentif diarahkan 
pada pemberian Iiskal (lreringanan pajak daerah dan atau retribusi 
daerah), dan insentif non Iiskal dapat be:rupa pemberian dana alokasi 
khusus, pemberian kompensasi, subs;di silang, kemudahan prosedur 
perijinan, sewa lokasi, sahara, pe:mbangunan dan pengadaan 
infrastrukrur sena penghargann. Sedangsan pertimbangan internal yang 

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan atau Insentif 

Fasilitas, kemudaban dan/atau insennf pcnanaman modal merupakan 
suaru keuntungan ekonomi yang diberikan krpada sebuah pcrusahaan atau 

kelompok pcrusahaan sejerus unruk mendorong agar perusahaan tersebut 

berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan Pemerincah. 

6. Pemberian Fasilltas Kemudaban clan/ atau Insentif Penanaman Modal. 

5. Pemberdayaa.n Osaha Mikro, Kecil, Me:n 5 h dan Koperaai (UMKMK) 

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK - ailean berdasarkan 2 (dua) 
strategi besar, yakni: 
a. Strategi naik' kelas. 

Berupa strategi untuk mendorong -:::s=':ra yang berada pada skala 

rertenru unruk menjadi usaha dengan ~ yang lebih besar, usaha 
rnikro berkembang rnenjadi usaha k:cc::!. kemudian menjadi usaha 
menengah, dan pada a.khirnya mcnjac ~-saha berskala besar, serta 
mendorong bertambahnya koperasi seb:e! 

b. Stratcgialiansi strategis, 
Strategi kemitraan berupa hubungan ,C!J8sama) antara dua pihak atau 
lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan sailng 
menguntungkan (memberikan manfaar] selliagga dapat memperkuat 
keterkaitan diantara pelaku usaha d:alam berbagai skala usaha. Aliansi 
dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil 
mampu menembus pasar dan jaringan ~rjasama produksi pada skala 
yang lebih besar, Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan 
bisnis dan kerjasama yang saling mengunrungk:an. Pola aliansi sernaca m 
inilah yang akan rnenciptakan keterkanan usaha (lingkage) antara usaha 
mikro, kecil, mcnengah, koperasi, dan •,saba besar. 
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Selain itu, daJam penetapan pemberian fasilit.as, kemudahan dan/ atau 
insentif penaoaman modal juga mempernmbangkan kriteria klasifikasi 
wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah 
maju, di wilayah berkembang, dan di ,rj1ayah tertinggal, sehingga tercipta 
persebaran dan pernerataan penanaman modal di Kabupaten Jepara. 
Pemberian (asilitas, kernudahan danj atau insentif penaoaman modal 
kepada penanam modal di wilayah u:ninggal dan wilayah berkembang 
harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk peogklasiGkasian 
wilayah dapat didasarkan pada pe:mbuat.an kelompok (kategori) 
berdasarkan iodeks komposit yang cLhirung menggunakan Prociuk 

Penetapan pembcrian fasilitas, kemudahaa dan/at:au inseotif penanaman 
modal diberikan berdasarkan kriteria peramba.ngan bidang usaha antara 
lain, kegiatan penanaman modal yang m.elakukan industri plonir; 
kegiatan penanarnan modal yang termasnk skala prioritas tinggi; kegiatan 
penaoaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan 
penanaman modal yang melakukan pemhaagunan infrastruktur; kegiatao 
penanaman modal yang melakukan alib teknologi; kegiatan penanaman 
modal yang berada di wilayah terpencil cii wilayah tertinggal, di wilayah 
perbatasan, atau di wilayah lain yang dianggap perlu; kegiatan 
penanaman modal yang menjaga kelestanan lingkungan hidup; kegiatan 
penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, 
pengembaogan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bcrrnitra 
dengan UMKMK; serta kegiatan penaoarnao modal yang menggunakan 

barang modal dalam negeri. 

perlu dipcrhatikan diantaranya: srrr.= kebijakan pcmbangunan 

ekonomi clan sektoral, kepcntingan p st mbangan daerah; tujuan 
pemberian kemudahan danratau c::sentii penanaman modal; 
pengaruh/keterkaitan sektor yang base cutan dengan sektor lain, 
besarannya secara ekonorni, penyera= tenage kerja; sinkronisasi 
dengan kebijakan yang terkait; se:-:-... tL.")WiJl pembangunan yang 
berkelanjutan di Kabupaten Jepara Atapan prinsip-prinsip dasar 
penetapan kebijakan pemberian ;;r-;ndaban dan/atau insentif 
penanaroan modal adaJah eflsiensi s:::::i:::ristrsi, efektif, sederhana, 
transparan, keadilan, perhirungan da:mpek ezencmi [analisis keuntungan 
dan kerugian], serta adanya jangka -..kn., dan/alaU adanya peraturan 
kebijakan kemudahan dan/atau insenufpc::aoarnao modal. 



b. Benluk/Jenis [asllitas, kemudaha.n dan, atau lnsentif Penanaman Modal 
oleh Pernerintah Kabupaten Jepara.. 
Sesuai dengan Peratura.n Daerah Kabupetcn Jepara Nomor 14 Tahun 
2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara, Pemerintah 
Kabupaten Jepara dapat memberikan fa.silitas, kemudahan dan/atau 
Lnsentif penanaroan modal berupa.: 
1) Pengurangao, keringanan atau pc:mbebesan pajak claerah; 
2) Pengurangan, kermganan atau pembebasan retribusi daerab. 
3) Penyediaan sarana dan prasarana, 

Kegiatan penanaman modal yang ccnnasuk skala prioritas tinggi 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka kepencingan 
oasional dan perkembangan ekonomi. 

Sedangkan penanarnan modal yang termasuk skala prioritas cinggi adalah 
penanaman modal yang: 
1) Mampu mendorong diversifikasi kegiaran ekonomi. 
2) Mcmperkual struktur industri nasiona.. 
3) Merniliki prospek tinggi untuk bersamg di pasar Iruernasional, den 
4) Meroiliki kcterkaitan dcngao pengembangan penanaman Modal 

strategis di bidang pangan, infrastrulctur, dan energi. 

Adapun yang dimaksud dengao kcg.ata:n penanaman modal yang 
melakukan induslri pionir adalah penaoaman modal yang: 
1) Meroiliki keterka.ican yang luas. 

2) Memberikan nilai lam bah dan eksternalitas positif yang tinggi 
3) Memperkenalkan teknologi baru. 
4) Mcmilikl nilai strategis bagi perekoncmian nasional. 

Dengan dernikian, pemberian kemudalnm dan/atau insentif penanaman 
modal ditetapkan berdasarkan ~ pcngembaogan sektoral, 
wilayah, atau kombinasi antara pengcmba-gao sektoral dao wilayah. 

Berdasarkan perurnbangan ekstemal c.= internal, prinsip dasar 
pernberian kemudahan dan/arau inse:c-. aitma kegiatan penanaman 
modal, serta kriteria klasifikasi wila:yc:; oaks ditetapkao pemberian 
kemudahan dan/acau iosentif. 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per k •;c • yang dikombinasikan dengan 

ketersediaan infrasr:ruktur ataupun jum == pcnduduk mi skin. 



Oleh karena bidang-bidang usaha tersebu' sifamya dinamis, maka untulc 
mengikuti perkembangan yang ada pertu dilakukan evaluasi secara 
berkala terhadap pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif 
penanaman modal. Evaluasi ini dilakusan oleb Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Saru Pintu (DPM.PTSP) Eabupaten dengan melibatkan 

cl. Mekanisme Pemberian f'i'asilitas, Kemudaban dan/atau lnsentlf 
Penanaman Modal. 
Pemberian Iasilitas, kemudahan dan Iatau rnsentif penanaman modal 
diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya terhadap bidang-bidang 
usaha, ierrnasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di 

daerah/kawasan/wilayah tertentu 

c. Knrena Penanaman Modal yang ™Iilmn fasilicas, kemudahan 
dan/atau lnsentif Penanaman Modal 
Penanarn modal yang dapac mempero>.ch ~tif dan kemudahan adalah 
yang mernilikl kantor pusat dan, at.az: bn::or cabang di daerah dan 
sckuraag-kurangnya mcmcnuhi salah sam clan kriteria sebagai berikut : 
1) Mernberikan kontribusi bagi pening~·yr:zn pendapatan masyarakat, 
2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal 
31 Menggunakan sebagian besar sumber-daea lokal. 
4) Memberikan kontribusi bagi peningc .. an pelayanan publik. 
5) Memberikan kontribusi dalam penmgzazan produk domestik Regional 

brute. 

6) Menjaga dan mernpertahankan ling.il:U.:lgan dan berkelanjutan. 
7) Menjadi skala prioritas tinggi daerah. 
8) Membangun infrastruktur untuk kepennngan publik, 
9) Melakukan alih teknologi. 
10) Merupakan industri pionir. 
11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah 

perbatasan. 
12) MeJaksanakan kegiatan penelitian, pcngcmbangan, dan inovasi; 
13) Melakukan kernitraan atau kerjasama cengan usaba mikro, kecil, atau 

koperasi, 
14) Menggunakan barang modal, mesin. atau peralatan yang dlproduksi 

di dalam negeri utamanya produksi lolr.al. 

4) Penyediaan lahan atau lokasi. 



Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
Jepara disusun secara paralel dan simulta.n mulai dari fase jangka pendek 
menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yairu 
sebagai berikut : 

E. PETA PANDUAN ( ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA. 

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah: 
a. Penguatan citra(rmage building) sebagai daerah rujuan penanaman 

modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro 
penanaman modal dan menyusun reneana tindak penguatan citra 
(image building/ penanaman modal, 

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targeted promotion), 

terarah dan inovatif. 
c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target 

penana.man modal yang telah ditetapkan. 
d. Peningkatan pcran koordinasi promosi penanaman modal dengan 

kelembagaan terkait di pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 
e. Penguatan peran Iasilltasi hasil kegiata.n promosi secara proaktif 

untuk mentransformasi minat penanaman modal rnenjadi realisasi 
penanaman modal. 

7. Promosj Penana.man Modal 

Kepala DPMPTSP menyarnpaikan hastl ~ kepada Sekretaris Daerah 
untuk dibahas dengan OPD terkan, H2s.., pembahasan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati dalam benruk rekomendasi/usulan 
penambahan clan/at.au pengurangan t:r.dang-bidang usaha yang dapal 
mernperoleh Iasllitas, kernudahan dan atau insentif maupun disinsentif. 

Hasil evaluasi yang dihasilkan dape'! ~.!pa rckomendasi/usulan 
penambahan dan/atau peagurangan ltd .,..bida.ng usaha yang dapat 
memperolehfasilitas, kemudahandan '= 1 ,. noi 

Orgarusasi Perangkat Dacrah lOPD) te.rb::::.. 



Adapun langkah kebijakan fase 1 penanamari modal mencakup beberapa 
target sebagai berikut: 
a) Membuka hambatan dan memfasilltasa penyelesaian persiapan proyek 

proyek strategis agar dapat segera c:liakrua1isasi implementasinya. 
b) Menata dan rnengintensifkan strategi piwnosi penanaman modal dalam 

dan luar negeri 
c) Mempromosikan Kabupaten Jepara sebagai daerah rujuan penanaman 

modal potensial . 

d) Mengidentifik.asi proyek-proyek penansma:n modal di Kabupaten Jepara 
yang siap ditawarkan dan dipromosilmn sesuai dengan daya dukung 

lingkungan hidup clan karakteristik wilayah. 
eJ Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

lembaga/instansi antar daerah, daJarn clan luar negeri untuk 
kepentingan penunjang penanaman rrroal dan kerjasama dalam 
penyediaan energi. air bersih den infrast:rukn.tr pendukung penanaman 
modal lainnya. 

J) Menggalang kerjasama dengan kabupaten/ kota dalam rangka 
peningkatan nilai tarnbah, daya saing penanaman modal yang bemilai 
ta.mbah tinggi dan pemerataan pembangunan. 

g) Me.lakukan berbagai terobosan kcbijakan rerkait dengan penanaman 
modal yang mendesak untuk diperbaiki .·,i.. disc1esaikan. 

h) Melakukan kemitraan dunia pendidilam cengan dunia usaha/indusoi. 

1. Fue I Jsngka pendek (2012 - 2015] : Pe z mbangsn pensnsrnan modal 

yang relatif mud.sh clan cepst rnenghaailkrn 
Pelaksanaan fasel dimaksudkan untuk :o::-.xapai prioritas penanaman 
modal jangka pendek (2012 - 2015). Pada w:.ap ini kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan, antara lain, rnendorong d2:Il rnemfasilitasi penanarn modal 
yang siap menanamkan modalnya, baik peaaaaman modal yang melakukan 
perluasan usaha atau melakukan penana :;ao modal baru, penanaman 
modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri 
lainnya, penana.man modal yang mengisi ke'rurangan kapasitas produksi 

atau mernenuhi kebutuhan di dalarn ncgen clan substitusi impor, serta 
penanaman modal penunjang infrastruktur 
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Pelak:sanaan fase ill dimaksudkan unn.Ji: =ncapai dimensi peoaoaman 
modal jangka panjang (2021 - 2025). Pefaksanaao (ase ini baru bisa 

3. Fase m Jangka Panjang (2021 - 2025) : Pengembangan lndustri Skala 
Besar 

Adapun fase Il penanaman modal mencasarp beberapa kebijakan sebagai 
berikut: 

a) Prioritas terhadap peningkatan kegrarau penanaman modal perlu 
difokuskan pads pembangunan infrastr..Jra.tr clan cnergi melalui skema 
Kerjasama Pernerintah-Swasta (KPSJ, d:ia!u:ara.Dya pembangunan jalan 
Kabupaten Jepara, transportasi. Terminal/pelabuhan, pembangkit 
tenaga Iistrik, serta peningkatan kualitas sumber daya rnanusia yang 
dibutuhkan. Pengernbangan infrastrulaur juga perlu memasukkan 
bidang infrastruktur lunak (soft infrassrukiur], terutama pada bidang 
pendidikan dan kesehatan, 

b) Melakukan penyempumaan/revisi aras peraturan daerah yang 
berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka pembangunan 
infrastruktur dan eoergi. 

c) Pemberian kemudahao dan/atau inscntif penanaman modal untuk 
kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung 
pengimpleroentasian kebija.kan energi nasional oleh selurub pemangku 
kepcntingan di daerah. 

d) Penyiapan kebija.kan pendukung tennaSUk peraturan daerah dalam 
rangka pengembangan energi di masa darang. 

Pelaksanaan fase TI dimaksudkan untuk : • apai prioritas penanaman 
modal jangka menengab (tahun 2016 - 2C'2'Cg. ?ooa Tabap ini kegiatan yang 
dilakukan adalah penanaman model ye:; mendorong pembangunan 
infrastruktur fisik (termasuk infrastntia:tr ?=Jdulrung wilayah/kawasan 
peruntukan industri dan kawasan indus:n sepet ti jalan, listrik/ energi, 
instalasi pengolahan limbab dan air bo S: diversifikasi, efisiensi, dan 
konversi energi berwawasan lingkungan, ~ Iase ini juga dipersiapkan 
kebija.kan dan fasilit:asi penanaman toOC"" daJam rangka mendorong 
pengembangan industrialisasi skala besar. 

2. Fase II Jaoglm Meuengah (2016 - 2o:Jq Pe!oepatan Pembangun.an 
Infra.strulrtur dan Energi. 



pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi 
ataupun inovasi. 
Beberapa langkah kebijakan Case IV pe:oanaman modal sebagai berikut: 

setelah tahun 2025 pada saat poekonomian Kabupaten Jepara 
tergolong maju. Pada Iase in,. folrus penanganan adalah 

modal 
sud ah 

Pengetahuan (Knowledge-based Economy). 

lrnplementast dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman 

Pengemba:ngan Ekonomi Berbasis 4. Fase IV Jangka Panjang 

Adapun fase m penanarnan modal rnencakup beberapa kebijakan sebagai 
berikut; 
a) Pemetaan lokasi pengembangan klastr:r ~dustri tennasuk penyediaan 

infrastruktur keras dan lunak yang mcnn•kupi termasuk pemberian 
fasilitas kemudahan dan/atau insentifpenanaman modal di Kabupaten 
Jepara. 

b) Pemetaan potensi sumber daya dan oalue chain distribusi untuk 

mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan 
ekonomi. 

c) Koordinasi penyusunan program dan sasaran organisasi Perangkat 
Daerah dan instansi penanaman mooa) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara dalam rnendorong industrialisasi skala besar, 

d) Pengembangan sumber daya manussa yang bandal dan mcmiliki 
kcterampilan 

sumber daya manusia yang handal, u::w:;; ·'1i;.a sinkronisasi kebijakan 
penanaman modal pusat-daerah, dan t: "•. arnya sistem pemberian 
fasilitas kemudahan dan/atau insentif ?"""W--rnan modal yang berdaya 
saing. Pada fase ini, kegiatan peoana ;; • modal diarahkan untuk 
pengembangan industri skala besar m:1a:11 lain diwujudkan melalui 
pengcmbangan kawasan strategis unr..:...'. kepentingan pernrmbuhan 

ekonomi meliputi kawasan lndustri !l~o (KIM) di Kecarnatan 
.Jepara, kawasan -Jepara-Tahunan, ...n::asan Pecangaan-Kalinyamatan 
Welaban dan kawasan Mayong-Nalumsan ~ agropolitan Jinggotan, 
Bategede; dan Damarwulan-Tempur serta ~ Minapol!tan Bondo 
Kecamai.an Bangsri serta kawasan lain yang crtetapkan lebib lanjut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-uodangan, 

_ mcncukupi, c.erbangunnya dimililci, seperti tersedianya infrasrrukrur 
diwujudkan apabila sclurub elemea yang .::::e.;J-::L syarat kcmampuan telah 



Sedangkan berdasarkan ADHK rata-rata penumbuhan PDRB per kapita 
pendudk Jepara tahun 2010 -2012 scbcsa.. 3,40% per tahun, maka 
pertumbuhan pertumbuhan PDRB per Jr:a:pua penduduk Jepara tahap I 
sampai dengan 2015 mencapai Rp 4.599.349,96 dengan asumsi 
menggunakan rata-rata perrumbuhan PDRB per kapita tahun 2010 - 
2012. Jika akhir tahap I 2020 dan akhi. tahap U 2025 pertumbuhan 
PDRB perkapita penduduk Kabupaten Jepara sebesar 5,% berada 

clibawah rata-rata pertumbuban piopinsi Jawa Tengah 6.06% dan 
sedikit di atas nasional 4,87%, man PDRB perkapita penduduk 
Kabupaten Jepara tahun 2020 .mencapai Rp 5.870.065,55 dan tahun 
2025 mencapai Rp 7.491.856,43 amu 1,8 ka1i PDRB perkapita ADHK 
tahun 2012 yang berjumlah Rp 4- l60 397,62. Pencapaian tersebut 
lebih tinggi dari target RPJPD Kaoupraten Jepara yang mcncapai 
Rp 5.782.266,02 tahun 2025. 

1. Pada tahun 2025 kesejahteraan 7T""'::xh1!c di Kabupaten Jcpara 
diperkirakan sudah rneningkat jauh letth tinggi dari kondisi tahun 
2012. Hal tersebut, jika didasarkan paca -ata-rata pertumbuhan PDRB 
perkapita penduduk Kabupaten Jepara bcrdasarkan ADHB tahun 2010 
- 2012 sebesar 8,58% per tahun, roaka pad.1. tahap 1 sampai tahun 2015 
PDRB perkapita Kabupaten Jepara. IDIClC8J)ai Rp 11.603.470,41. Jika 
dlasumsikan tahap 1T dan Tahap m ra::a-rata pertumbuhan PDRB per 
kapita Jepara sebesar 10% per tahun mrndekati pertumbuhan rata 
rata PDRB propinsi Jawa Tengah clan nasionaJ 2010 • 2012 sebesar 
11, 73% dan l l.40% per tahun, roae:a PORB perkapita Kabupaten 
Jepara akhir Tahap l 2020 mencapai ?.p 18.687.505,12 dan akhir 
tahap Tl tahun 2025 mencapai Rp 30.1.196.413,88. Deegan demikian 
pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Jepara tahun 2025 
diperkirakan mencapai meningkat 3.07 kali atau 307% dari 
pendapatan perkapita tahun 2012 yang berjumlah Rp 9,797,852.47. 

F. PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI KABUPA.n.11 JEPARA. 

a) Mempcrsiapkan kebija.kan daerah dah= ,rgka mcndorong kegiatan 
penanaman modaJ yang movatif, meu1:r.:cg pengembangan penelitian 
dan peagembangan (researchand dei,,.i'. ->:'UI, menghasilkan produk 
berteknologi tinggi, dan efisiensi dalan: p z;gauaaa energi. 

b) Meajadi daerah industri yang rarna'1 - • .mgan. 
c) Membangun kawasan ekonomi berbasis t:ks,.,logi tinggi(technopark). 
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2. Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibumhkan penanaman modal balk 
penanaman modal yang dilalrukan o!ch pemerintah berupa belanja 
modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang 
dilak:ukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui 
Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik 
melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman 
modal swasta domestik yang tidak tereatar yang sebagian besar 
dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor 
Perianaman modaJ pemerintah diperlukan unruk menyediakan berbagai 
fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik yang 
mencukupi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan 
penciptaan lklim usaha yang semakin kondusif guna mendorong dan 
mengakselerasi penanaman moda1 oleh swasta, Kebutuhan penanaman 
modal swasta diperlukan untuk mendorong pernunbuhan ekonomi yang 
semakin besar dan uoruk mendorong tereiptanya lapangan pekerjaan 
yang sernakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara 
berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan 

swasta juga memungkinkao adanya k:erjasama penanaman modal 
pemerintah dan swasta untuk proyck be:rskala besar. 

3. DaJam rnencapai Perekonornian Kabupatcn Jepara sebagaimana 
diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan 
hanya jumlah dan nilainya yang hams meningkat, akan retapi juga 
semakin meluas keberbagai baik sektor 1,-ang pada tahun 2012 belum 
ada Investasi seperti sektor Keua.ngan. ~aan dan Jasa Perusahaan 

Peningkarao PDRB per ka.pita dapar 111- a c'r::r:gau asumsi pertumbuhan 

ekonomi yang semakin baik dengan ,s S> perrumbuhan ekonomi 
Kabupaten Jepara minimal hampir sa::a ci:, gao pertumhuhan ekonomi 
propinsi Jawa Tengah pada tahun '.!01_ ~ 6,34% per tahun atau 
lebih tinggi dari pertumbuhan ekono.m ~-nal pada tahun yang sama 
sebesar 6,23%, atau harnpir sama denga:::; ta.--g,et pertumbuhan ekonomi 
RPJPD yang mencapai 6,46%. Denga.:::i uurnsi rata-rata pertumbuban 
ekonomi Jepara tahun 2012- 2025 yai:zg mencapa.l 6% dan rata-rata 
pertumbuhan nilai Investasi 20._ - ?Ol3 sebesar 4,15%, maka 
nilai penanaman modal Kabupaten JepEUa tahun 2025 mencapal 
Rp 15,508 triliun atau L,63 kali clan cilai mvestasi tahun 2013 yang 
berjumlah Rp 9,520. 
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Taha pan Tahun Nilai Penanaman Modal (TriliunRupiah) 
Tahapl 2013 9,520 

2014 9.915 
2015 10,326 

Tahap II 2016 10,755 
2017 11,202 
2018 11,667 
2019 12, 151 
2020 12,655 

Tahapill 2021 13,180 
2022 13.727 
2023 14.296 
2024 14.890 
2025 15.508 

TABEL PROYEKSI NILAI PENANAMAN MODAL KABUPATEN 

JEPARA TAHON 2013 -2025 

maupun sek:tor yang kontribusi Tiilai investasinya masih rendah seperti 
sekror pengangkutan dan komunikasi, sektor Listrik, Gas dan Air 
Minum, sektor pertanian. Dari sisi Jaju pertumbuhan ekonomi sektoral, 
penanaman modal dapat meluas ke sektor-sektor yang pada cahun 2012 
memiliki laju pertumbuhan Iebih rendah dari pertumbuhan Jawa 
Tengah dan nasional, seperti sektor perdagangan, Hotel dan Restoran, 
sektor Keuangan, Persewaan dan Jase Perusahaan, dan sektor 
Pengangkutan dan Komunikasi, sektor pertanian, sektor Llstrik, Gas 
dan Air Minum disamping terus menjaga kualltas iklim penanaman 
modal yang semakin balk, 

4. Untuk mendorong tumbuhnya penanaman modal hingga mencapai 
tingkat yang diharapkan, pemerintah perlu mengambil peran terutama 
dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan mampu 
mengakselerasi peran swasta yang sernakin besar dengan menyediakan 
infrastuktur atau sarana Iainya yang mendukung tercapainya pelayanan 
yang semakin optimal dan efisien juga perlu membangun kualltas SDM 
dalam bentuk peningkatan angka LPM hingga mendekati angka 80,00 
yang merupakan IPM kategori tinggi dan .meningkatkan peringkat hingga 
berada di 10 besar di antara Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, 
Hal tersebut penting karena IPM menjadi salah satu fak:tor daya tarik 

penanaman modal. Atas dasar hal tersebut maka proyeksi penanaman 
modal Kabupaten Jepara tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 yang 
rnenjadi target RUPM sebagai berikut : 



3. RUPMK ditetapkan oleh Bupati ; 

4. Pemerintah Kabupaten Jepara daJam penyusunan RUPMK, dapat 
berkonsultasi kepada Sadan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas 
Penaoamao Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Jawa Tengah. 

2. Pemerintah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
(RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan 
potensi Kabupaten Jepara; 

G. PELAKSANAAN. 

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang Lelah diuraikan diatas, 
RUPMK memerlukan suatu langkah-Jangkah konkrit pelaksanaan sebagai 
berikut: 

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPDJ /Lembaga teknis terkait dapac 
rnenyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu 
kepada RUPMK; 
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